
• 

• 

BUPATI PRINGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG -

PERATURAN BUPATI PRlNOSEWU 
NOMOR 08 TAHUN 2020 

TENTANG 

SALINAN 

PEDOMAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN BAGI TIM PENGOERAK 
PEMBERDAY.«N DAN KESEJAffl'ERAltNKELUARuA, PENGURUS DEWAN 

KERAJINAN NASIONALDAERAH, DAN PENGURUS DHARMA WANITA 

Menimbang 

I KABUPATEN PRINGSEWU 

OENGAN RAHMAT 'IUHAN YANG MAHA ESA 

I BUPATI PRINGSEWU • 

I 
: a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga. Dharma Wanita dan Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah sebagai Lembaga 
Kemasyarakatan Strategis yang berperan dalam 
mendukung Pemerintah Daerah, dalam menjalankan 
fungsi dan perannya · perlu didukung dengan biaya 
perjalanan dinas yang besarannya disetarakan dengan 
perjalanan din.as Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 
2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan 
Dalam dan Luar Negeri bagi Pejabat Nege.ra, Pejabat 
-Dacrahy -Ap~atUF -Sipil- .tiiegai-a .d.m--N<>n -Aparatur .Sipit­
Negara; belum mengakomodir Perjalanan Dinas Tim 
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 
Dhanna Wanita dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
sesuai dengan tuntutan organisasi sehingga. dipandang 
perln rnengah1r keterrtuan .J>erj.alan.an..Din.as. dimak-S\td 
secara tersendiri; 

c. bahwa ben:lasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimekisud dalam huruf a dan huruf b, perJu 
menetapkan Pemtumn Bupati Pringsewu tentang 
-Pedoman 'Perjalanan Dinas Kegiatan Bagi Tim 
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 
Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah, dan 
Pengurus Dharma Wanita Ka.bupaten Pringsewu; 

·: 1. Um:lang-UmhrrIJr Num.UJ" 28 Tshcm -t999 ierrtang 
Penyelenggara Negara Yang BeTsih den Bcbas dari 
Korn.ps i. Kolusi dan Nepotisme (LembaTan Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tent.ang 
I Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tamba:han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); 

i 
I 

i 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

O. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 
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I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam 
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Da.erah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kabupa.ten Pringsewu Nomor 07 
' Tahun 2010 tentang Pokok~pokok Pengelolaa.n 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

' 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN 
DINAS KEGIATAN BAGI TIM PENGGERAK 
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, 
PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH, DAN 
PENGURUS DHARMA WANJTA KABUPATEN PRINGSEWU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah Adalab Bupati beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah. 

' 3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

4. Wakil Bupati adalab Wakil Bupati Pringsewu. 
' 5. 

1 
Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga 
yang selanjutnya disingkat PKK adalah Kctua, Wak:il 
Ketua, Sekretaris, Bendahm-a, Wald! Bendahara dan 
Kelompok Kerja PKK Kabupaten Pringsewu. 

Pengurus Dharrna Wanita adalah Ketua, Wakil Kellia, 
Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil 
Bendahm-a clan Ketua bidang-hldang pada Dharma 
Wanita Kabupaten Pringsewu, 
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Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang 
selanjutnya disingkat Dekranasda adalah Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 
Wakil Bendahara Dekranasda Kabupaten Pringsewu. 

8. Pejabat Yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi 
wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna 
Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pring= 

9. Surat Perint.ah Tugas yang selanjutnya disingkat SPI' 
adalah Surat Perin.tab Togas yang ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang kepada Pcngurus PKK. 
Dharma Wanita dan Dekranasda untuk mela.ksanakan 
tugas. 

10. Surat Perintah PerjaJanan Dinas yang selanjutnya 
disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada 
Pengurus PKK. Dhanna Wanita dan Dekrana.sda untuk 
melaksanakan Perjalanan Dinas . 

1. Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten 
Pringsewu, adalah perjalanan dinas yang dilakukan 
oleh Pengurus PKK, Dharma Wanita dan Dekranasda 
di lingkungan Kabupaten Pringsewu keluar dari 
tempat kedudukan baik perorangan maupun secara 
bersama-sama yang dilakukan waktunya sekurang­
kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari tempat/waktu 
yang dilakukan kedudukan tugas. 

2. Perjalanan Dinas diluar Wilayah Kabupaten dalam 
Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
Pengurus PKK, Dharma Wanita clan Dckranasda di 
lingkungan Kabupaten Pringsewu keluar dari 
Kabupaten Pringsewu dalam Provinsi Lampung baik 
perseorangan maupun secara bersama, kc wilayah 
lainnya di dalam wilayah Provinsi lampung . 

13. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah 
I perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pengurus PKK,. 
I Dharma Wanita clan Dekranasda di lingkungan 

; 

Kabupaten Pringsewu keluar dari Kabupatcn 
Pringsewu dan di luar Provinsi lampung atau ke Ibu 
Kota Negara yang dilakukan perseorangan maupun 
bersama, di dalam Wilayah Republik Indonesia. 

14. Lumpsum adalab suatu jumlah uang yang telah 

I dihitung terlebih dahulu {pre-calrulated amoun~ dan 
dibayarkan sekaligus. 

' 15. Uang harian adalah uang yang dibcrikan untuk uang 
I makan, uang saku clan transport Jokal. 

16. Biaya riil/kebutuhan nyata (at cost) adalah biaya yang 
dikeluarkan sesuai dengan bukti pcngeluaran yang 
,ah. 

7. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan 
kerja berada. 
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18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan 
perjalanan dinas ke tempat tujuan. 

19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi 
tujuan perjalanan dinas. 

BAB II 
PERJALANAN DINAS KEGIATAN 

Pasal 2 

1) Perjalanan dinas kegiatan merupakan perjalanan dinas 
dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan 
kembali ke tempat kedudukan semula. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 
j diperuntu.kkan bagi Pengurus PKK, Dharrna Wanita 

dan Dekranasda yang ditunjuk oleh Pejabat yang 
berwenang . 

BABIU 
PERJAI.ANAN DINAS 

Pasal 3 

1) Perjalanan dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan 
yaitu! 
a. perjalanan dinas dalam daerah; dan 
b. perjalanan dinas luar daerah. 

2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang 
dilakukan di dalam daerah Kabupaten Pringsewu. 

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud 
I pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang 
j dilakukan keluar daerah yaitu: 

a. keluar daerah kabupaten dalam provinsi; 
b. perjalanan dinas keluar daerah kabupaten luar 

provinsi; dan 
c. ke lbukota Negara Republik Indonesia (Jakarta). 

BAB IV 
BIAVA PERJALANAN DINAS 

Pasal 4 

I) Biaya Perjalanan dinas Kegiatan tcrdiri dari: 
a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku 

dan transport lokal; 
b. biaya penginapan; dan 
c. biaya transport. 

(2) Uang harian sel»,gaimana dimaksud pada ayat (I) 
i huruf a, dibayarkan secara lumpsum sebagaimana 
1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak. terpisabkan dari Peraturan ini. 



• 

• 

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, dibayarkan sesuai biaya rill yang merupakan 
biaya yang diperlukan untuk: 

' 

a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/ 
stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai 
tempat tujuan pergi pulang; dan 

b. pungutan di terminal bus/bandara/pelabuhan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

(4) Bia.ya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan biaya penginapan berdasarkan tarif 
rata•rata hotel dengan batasan maksimum 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini 
terkecuali untuk biaya penginapan pengawal Ketua 
PKK, Dharmawanita, Dekranasda menyesuaikan 
dengan tarif terendah hotel dimana Ketua PKK, 
Dharmawanita, Dekranasda terscbut menginap. 

(5) Dalam hal pelaksana 
1 menggunakan hiaya 

dimaksud pada ayat (3) 
bcrikut: 

perjalanan dinas tidak 
penginapan sebagaimana 
berlaku ketentuan sebagai 

a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya 
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 
hotel/penginapan di kota tempat tujuan; 

b, biaya penginapan sebagaimana ctimaksud pada 
huruf a dibayarkan secara lumpsu.m; 

c. biaya penginapan sebagaimana dimaks1ld pada 
huruf a harus melampirkan bukti pendukung berupa 
Surat Pernyataan yang melakukan perjalanan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), d.iberikan sesuai dengan golongan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dengan pengaturan sebagai 
berikut: 
a. uang harian dalani daerah, uang harian luar daerah 

dalam Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, 
sebagaimana tercantum da1am Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini; 

b. fasilitas transportasi, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pemturan ini; clan 
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c. fasilitas penginapan yang diberikan sesuai dengan 
yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasa!S 

(I) Biaya transport menggunakan pesawat udara bagi 
Ketua, Sekretaris, Bendahara PKK, Dhannawanita dan 
Dekranasda. 

(2) Penggunaan pesawat udara dapat 
pengurus lainnya dalam PKK, 
Dekranasda dengan izin Bupati. 

diberikan bagi 
Dharmawanita, 

(3) Form lzin Bupati sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran IIl yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan inL 

Pasal6 

Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan 
ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan 
perjalanan tersebut da1am anggaran berkenaan. 

Pasal 7 

Uang harian perjalanan dinas diberikan menurut banyak 
hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan 
dines, 

Pa,aJS 

Dalam hal perja1anan dinas da1am jabatan harus segera 
dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum 
dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat 
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. 

BABY 
TATA CARA PELAKSANMN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Kesatu 
Persetujuan 

Pasa.19 

(1) Penerbitan SPT clan SPPD bagi Pengurus PKK, 
Dharmawanita dan Dekranasda setelah mendapat 
persetujuan dari pejabat yang berwenang. 
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(2) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas diajukan dengan 
mencantumkan. rencana tanggal keberangkatan dan 
tanggal kembali. 

(3) Kctua, Sekretaris, Bendahara dan Pengurus PKK, 
Dharma Wanita, Oekranasda apabita rnelaksan>tkan 
perjalanan kegiatan terlebih dahulu hams mendapat 
persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Surat Perintah Tugas 

Pasal 10 

Pejabat yang berwenang rnenandatangani SPT untuk 
perjalanan Dinas Luar dan Dalant Daerah: 

a. SPT Ketua, Wakil Ketua, Sckretaris, Wakil Sekretaris, 
Bendahara, Wakil Bendahara ditandatangani oleh 
Bupati, apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani 
oleh Wakil Bupati, untuk penomoran SPT dilaksanakan 
pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan 

b. SPT untuk Pengurus lalnnya ditandatangani oleh 
Kepala OPD, untuk penomoran SPT dilaksanakan pad.a 
Bagian Umum Sekret.ariat Daerah, 

Bagian Ketiga 
Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Pasal 11 

(1) Pada SPPD dicatat 
a. Tanggal bemngkat dari tcmpat kedudukan 

ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang 
berwenang; 

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang 
dikunjungi, ditandatangani/legalisasi oleh pejabat 
yang berwenang yang dilrunjungi; dan 

c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan 
ditandatangani/Iegalisasi pejabat yang berwenang. 

(2) Pejabat yang berwenang menandatanagani SPPD 
adalah: 
a. SPPD Ketua, Wakil Ketua, Sckretaris, wakil 

Sekretaris, Bendahara, Wakil Beodab;u-a 
ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati 
berhalangan SPT ditandatangani olch Wakil Bupati, 
untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Bagian 
Umum Sekret.ariat Daerah; clan 
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b. SPPD Pengurus lainnya ditandatangani oleh Kepa1a 
OPD, untuk penomoran SPT dilaksanakan pada Sub 
Bagian Umum OPD yang bersangkutan. 

Bagian Keempat 
Jangka Waktu Perjalanan 

Pasal 12 

(1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan 
paling banyak 6 {enam) hari/orang clan dalam satu kali 
perjalanan maksimal 4 (empat) hari. 

(2) Perjalanan Dinas yang melebihl 4 (empat) hari 
sebagai.mana dimak~ud pada ayat (1}, harus mendapat 
persetujuan dari Bupa.ti/Wakil Bupati/Sekretaris 
Daerah . 

Bagian Kellina 
Pertanggungjawaban 

Pasal 13 

Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang 
melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan 
dolrumen pertanggungjawaban biaya. 

Pasal 14 

(1) Pertanggungjawaban Pengurus PKK, Dharma Wanita, 
dan Dekranasda meliputi SPT, SPPD, Perincian Biaya 
Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran dan Laporan 
Perjalanan Dinas . 

(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari SPPD beserta 
bukti pengeluaran rill untuk biaya transport dan biaya 
penginapan. 

(3} Perkiraan besarnya jumlah perjalanan dinas yang 
dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas 
sebagaimana terc.antum dalam Lampiran I yang 
meru.pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini 

(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan 
dalam bata.s pagu anggaran yang tersedia dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) berkenaan. 

l:li8t00 
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(5) Khusus Perjalanan dinas luar daerah yang 
menggunakan transportasi udara harus melampirkan 
tiket pesawat dan boarding pass sebagai 
pertanggungjawaban biaya transport, dan yang 
mempergunakan transportasi darat menggunakan 
semua bukti rill pengeluaran. 

(6) Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang 
melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampafkan 
SPPD yang telah legalisasi se\ambat-lambatnya 
7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal tiba kembali 
diternpat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil 
perjalanan dinas. 

(7) Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda 
sebelum mempertanggungjawabkan perjalanan dinas 
dan menyelesaikan Japoran perjalanan dinas maka 
tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.. 

(8) Pengurus PKK, Dharma Wanita, dan Dekranasda yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimeksud pada 
ayat (4) dikenakan sanksi scsuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
perjalanan dinas berikutnya tidak dapat diproses. 

Pasal 15 

(1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bcrtanggungjawab etas 
ketertiban pelaksanaan Peraturan ini. 

(2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi 
pelaksanaan peijalanan dinas untuk hal-hal yang 
kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta 
mengfldakan penghematan dengan mengurangi 
frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. 

(3) Pcjabat yang menerbitkan SPPD dan Pengurus PKK, 
Dharma Wanita, dan Dekranasda yang melakukan 
perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari 
kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan 
dalam hubungannya dengan perjalanan dinas 
dimaksud. 

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan 
scbagairoaoa dimak$ud pada ayat (3) dapat dikenakan 
tindakan berupa: 

a. tuntutan ganti rogi sesuai dengan ketentuan 
perundang- undangan yang berlaku; dan 

b, sanksi administrarti! dan tindakan-tindakan Iainnya 
menurut ketentuan yang berlaku. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal 
diu.ndangkan. 

Agar · setiap 
pengundangan 
penempat.annya 
Pf'lff~Wio'. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Diundangkan di Pringsewu . 
pada tanggal 13 Feb :ru.a.ri 2020 

Peraturan Bupati 1ni denga.n 
da1am Serita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Prip.gsewu 
pada tanggal 18 Pebrua:r:i 2020 

. . 

BUPATI PRINGSE.WU • 

SWADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU* 

A. BUDIMAN PM 

• SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 20 20;, NOMOR 54) 

.sesnai denpn .aslia;ya 
Kep la Eagj.1J1 .H Imm 

Se_'befui,at Daerah Kabnpaten Pnigpewu. 

S .. H 

... - ......-:-• ... .. 

ACER
Typewritten text
dto

ACER
Typewritten text
dto
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LAMPIRAN I : PERA TU RAN BUPATI PRlNGSEWU 
NOMOR 
TAHUN 

A. Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal) 

(dal.am rupiah) 

JENIS PERJALANAN KETUA,WAKIL SEKRETARIS, 
ANGGOTA 

DlNAS KETUA BENDAHARA 

Perjalanan Dinas , , 

· Ualam Uaerah 22s.ooo· 1so:ooo· l00:000' 
Kabupaten 

Perjalanan Dinas ke 
Luardaerah 350.000 300.000 150.000 
Kabupaten da1am· 
Provinsi 

. B. Satuan Biaya Uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uang Makan, Uang 
Sa.ku, Transport Lokal] 

(cfafam rupiah) 

WAKILKETUA, 
NO TUJUAN KETUA SEKRIITARIS, ANGGOTA 

BENDAHARA 

SEMUA 1.500.000 700.000 400.000 PROVINS! 

C. Satuan Biaya Uang Harian Diktat 

(dalam rupiah) 

NO PROVINS! DIKLAT 

1 2 3 
1 ACEH 110.000 
2 SUMATERA UTARA 110.000 
3 RIAU 110.000 

• K)l:}'ULAUAN RIAU 110.000 

' JAMBt 110.000 
6 SUMATERA BARAT 110.000 
7 SUMATERA SELATAN ll0.000 
8 LAMPUNG 110.000 
9 BENGKUW 110.000 
10 BANGKA IlELITlJNG 120.000 
11 BANTEN 110.000 
12 JAWABARAT 130.000 

ACER
Typewritten text
8 

ACER
Typewritten text
2020



I 2 3 
13 D.K.J JAKARTA 160.000 
14 JAWATENGAH 110.000 

1,.,.15''" D.I YOOYAKi\R'rA TIO.obo 
, 

16 JAWA TIMUR 120.000 
17 BALI 140.000 
18 NUSA T. BARAT 130.000 
19 NUSA T. TIMUR 130.000 
20 KAUMATAN BARAT 110.000 
21 KALIMATAN TENOAH 110.000 
22 KALIMATAN SELATAN 110.000 --23 KALIMATAN TIMUR 130.000 
24 KALIMATAN UTARA 130.000 

'' S,ULAWESl IJTARA llQ,OQq. 

'' GORONTALO 110.000 
,7 SULAWESl BARAT 120.000 · --·-----

'" SULAWESI SELATAN 130.000 
29 SULAWESI 1'J:;NOAH 110.000 

. -- ---~ 
30 SULAWESI TENOOARA 110.000 

• 31 MAWKU 110.000 
32 MALUKU UTARA 130.000 
33 PAPUA 170.000 
34 PAPUABARAT 140.000 

D. Saruan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
(dalam rupiah) 

WAKIL KETUA, 
,o PROVINS! SATUAN KETUA SEKRE.'TARIS, ANGOITTA 

BENDAHARA 

I , 
' ' ' ' I ACEH OH l 300 000 '"'"" 450,000 , SUMATERA UTARA OH 1214000 703 000 510,000 

' =• OH 1,200,000 868,000 450,000 

' KEPULAUAN RIAU OH 1,300,000 6§0_.~ 510,000 

' 
,_ OH 1,200,000 '"""" ""9,000 

• ' SUMAITRA BARAT OH 11~~ '"'"" 520,000 

' SUMATERA SEI.-\TAN OH 1,250,000 
"' 000 

~~ 

• =• OH 1300,000 790000 .,.ooo 

' BENGKULU OH 790,000 720000 560,000 
rn BANG KA BELITUNG OH 1,350,000 850,000 . 40~,00~~ 
n BANTEN ·oH .l,4-Jo,oilo SCIO 000 640,000 

" JAWABARAT OH 1,760,000 BOO 000 560,000 

" D.K.! JAKARTA OH I,49_(h000 870 000 610,000 

" JAWA TRNGAH OH l 48Q,Q()O 860 000 450,000 

" D.JYOGYAKARTA OH 1,350,000 BIO 000 630 000 

" JAWA TIMUR OH 1,370,000 850~000 450,000 

" s= OH 1,810,000 9<JO 000 910,000 

" NUSA TENGGARA BARAT OH 1,760,000 Bi)0,000 580,000 

" NUSA TENGGARA TIMUR OH ____Ll)SO 000 ,so 000 550,00() _ 

" Ki\LIMi\NT!\N .l!~T OH 1,230,000 "90W 430,000 

" KI\LIMANTAM TENGAH OH 1,560,000 ,soooo =,ooo ,, KALIMANTAM SELA TAN OH 1,680,000 820,000 =,ooo 

" KALIMAtf'TANTfMl!~ oa 1,750,000 ,soooo 550,000 ,, KALIMANT~.~ARA OH 1,750,000 620000 ""9,000 ,, SULAWESI UTARA OH l,560,000 0,0000 550,000 

" GOROIITALO oa 1,150,000 ,so 000 400,000 ,, SULAWESI BARAT OH 1,030,000 860 000 ""9,000 

" SULAWESI SELATAN OH 1,550 000 810 000 580,000 



' " " " ~~ 

" ,. 

• 

• 

' ' ' ' ' SULAWESI TENGAH OH l,~!')O 000 9(!(!,000 520,900 
ULA\liESI TENGGARA OH 1,100,000 600 000 450 000 

MAUil..'U OH l,~30000 74,0,000 SSO,OO:?-
MALUKUUTARA OH I 520 000 6Q<?,1!_00 480,000 
e=A OH 1 670,000 760 000 460,00_0_ 
PAPUABARAT OH I 490,000 '""'"" =·""' 

E. Satuan lliaya Trans.portasi darl tempat 
Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan 
pulang (one way) 

kedudukan kt: terminal 
sampai tempat tujuan pcrgi 

(dalrun rupiah) 

No lbukota Provinsi Kota/ Ka bu paten Tu Juan 
Besaran 

Maksimal 

1 2 3 4 
1 ACEH Kab.Aceh Ba.rat 275.000 
2 Banda Aceh Kab.Aceh Barat Da a 298.000 
3 Banda Aceh Kah. Aceh Besar 183.000 
4 Banda Aceh Kah. Aceh Ja a 238.000 
5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan 325.000 
6 BandaAceh Kah. Aceh Sinokil 420.000 
7 Banda Aceh Kah. Aceh Tamian 315.000 
~ l;lartda A(2_~. l¼.l?-. /1._c;eh. Ten ah. 2<.;!J,OQQ 
9 Banda Aceh Kah. Aceh Ten...ss_ara 460.000 
10 Banda Aceh Kah. Aceh Timur 289.000 
11 Banda Aceh Kah. Aceh Utara 270.000 
12 Banda Aceh Kah. Bener Meriah 27_~.Q.~2-•• a-
13 BandaA~h Kab. giraun 220.000 
14 Banda Aceh Kab. Ga o Lues 370.000 
15 BandaAceh Kab. Na ~Ra a 275.0Q.~-
16 BandaAceh Kab. Pidie 190.000 
17 Banda Aceh Kab. Pidie Java 205.000 
18 BandaAceh Kah.Lan-"" 301.000 
19 BandaAceh Kota Lhokseumawe 240.000 
20 Banda Aceh Kota Subulussalam 400.000 

SUMATERA UTARA 
21 Medan Kab.Asahan 259.000 
22 Medan Kab.Batubara 225.000 --·-
23 Medan Kab. Dairi 270.000 
24 Medan Kab. Deli Serdana 186.000 --
25 Medan Ka,b, Humbani: Ha1,undY.tan 300.00Q 
27 Medan Kab. Karo 200.000 
28 Medan Kab. Labuhan Batu 287.000 

~29 MedM Kah. Labuhan Batu Selatan 360.000 

30 Medan Kab. Labuhan Batu Utara 300.000 
31 MedM Kab. Lan ~t 186.000 
32 Med= Kab. Mandailin 420.000 
33 Medan Kab. Mandailin Natal 420.000 
34 Medan Kab. Padane: Lawal!! 420.000 
35 Medan Kah.Pad.an La.was Utara 420.000 
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36 Medan Kab. P Bharat 300.000 
37 Medan Kab. Samosir 330.000 
38 Medan Kab. Serdan Beda ai 200.000 
39 Medan Kah. Simalun n 264.000 
40 Medan Kah. Ta null Selatan 328.000 
41 Medan Kah. Ta uli Ten"ah 345.000 
42 Medan Kah. Ta uli Utara 330.000 
43 Medan Kah. Toba Samosir 300.000 
44 Medan Kata Biniai 180.000 
45 Medan Kota Pematan Siantar 225.000 
46 Medan Kota Sibol a 345.000 
47 Medan Kota Taniun 8,!ai 285.000 
48 Medan Kota Tebin Tin ; 203.000 

RIA U 
48 Pekanbaru Kab. lndr .. Hilir 380.000 

• 49 Pekanbaru Kah. Indra · · Hulu 315.000 
50 Pekanbaru Kab. Kam 200.000 
51 Pekanbaru Kah. Kuantan Sin....s!!!B!.. 300.000 
52 Pekanbaru Kah. Pelalawan 225.000 
53 Pekanbaru Kah. Rokan Hilir 350.000 
54 Pekanbaru Kah. Rokan Hulu 322.000 
55 Pekanbaru Kab.Siak 350.000 
56 Pekanbaru KotaDumai 400.000 

KEPULAUAN RIAU 
57 Taniun Pinan" Kab.Bintan 185.000 

JAMBI 
58 Jambi Kab.Batan hari 175.000 
59 Jambi Kah.Bun 270.000 
60 Jambi Kab.Kerinci 325.000 

• 61 Jambi Kab.Meran 
. 

260.000 
62 Jambi Kab.Muaro Jam bi 170.C)QQ. 
63 Jambi Kab.Sarolan n 241.000 
64 Jambi Kab.Taniun Jabun Barat 225.000 
65 Jambi Kab.Taniun iabun Timur 190.000 
66 Jambi Kah.Tebo 250.000 
67 Jambi Kota. Sun ai Penuh 308.000 

SUMATERA BARAT 
68 Padan Kab. = 225.000 
69 Padan Kab. Dhannasra 250.000 
70 Padan Kab. Llma Puluh Kota 225.000 
71 Padan Kab.PadancrPariarnan 205.000 
72 Padan Kab.Pasaman 250.000 
73 Padan Kab.Pasaman Barnt 250.000 
74 Padan Kab.Pesisir Selatan 205.000 
75 Padan Kab.Siiuniun 225.000 
76 Padan Kab.Solok 210.000 
77 Padan Kab.Solok Selata.n 250.000 



1 2 3 4 
78 Padan Kab.Tanah Datar 220.000 

79 Pad= Kota Bukit Tin 
. 215.000 

80 Patlan Kata Patlan p an 210.000 

81 Padan Kota Pariaman 200.000 
82 Patlan Kota Pa akumbuh 225.000 
83 Pad= Kota Sawahlunto 215.000 
84 Padan Kota Solok 210.000 

SUMATERA SELATAN 
85 Palemban Kab. Ban asin 203.000 
86 Palemban Kah.Em at La.wan 315.000 
87 Palemban Kah.Labat 250.000 
88 Palemban Kab. Muara Enim 235.000 
89 Palembamz Kah. Musi Ban.Y!:!_asin 235.000 
90 Palemban!l Kab. Musi Rawas 320.000 
91 Palemban Kab. Musi Rawa9 Utara 325.000 

• 92 Palemban Kab.O an Ilir 205.000 
93 Palemban Kab. 0 an Komerin UJu 248.000 
94 Palembang Kah. Ogan Komcring Ulu 250.000 

Selatan 
95 Palembang Kah. Ogan Komcring Ulu 

245.000 
Tim= 

96 Palemban Kah.Pali 265.000 
97 Palemban Kota Lubuk Lin au 290.000 
98 Palemban Kata Pa ar Alam 280.000 
99 Palemban_g_ Kota Prabumulih 205.000 

LAMPUNG 
100 Prin ,~ Bandara 250.000 
101 :,;; Bandar Lam 250.000 
102 Prin Kah. Lam ..... , 270.000 
103 Prin Kah. Lam un Sclatan 234.000 

• 104 Prin Kah. Lam n Ten ah 246.000 
105 Prin = Kab. Lam un Timur 246.000 
106 Prin ,,~ Kab. Lam un Utara 252.000 
107 Prin ,,~ Kah. Mesuii 276.000 
108 Prin ·~ Kab. Pesawaran 216.000 
109 Prin sewu Kab. Pesisir Barat 200.000 
110 Prin sewu Kah.Tan =u• 240.000 
11 l Prin sewu Kah. Tulan Bawan 252.000 
112 Prin = Kab. Tolan Bawan Barat 267.000 
113 Prin ~ Kab. Wa Kan= 270.000 
114 Prin = KotaMetro 234.000 

BENGKULU 
115 Ben Ju Kah.Ben u Sclatan 275.000 
116 Ben ··Ju Kah.Ben lu Ten ah 185.000 
117 Ben kulu Kab. Ben kulu Utara 250.000 
118 Ben kulu Kab. Kaur 308.Q.QQ_ 
119 Be~ulu Kah.Ke ·=- 238.000 
120 Ben lu Kab. Lebon 300.000 

-
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121 Ben lu Kah. Mukomuko 338.000 
122 Ben lu Kab. Reian Lebon 250.000 
123 Ben kulu Kab. Seluma 225.000 

BANGKA BELITUNG 
124 Pan kal inan Kah.Ban ka 250.000 
125 Pan alninan Kah. Ban ka Ba.rat 275.000 
126 Pan kalninan Kah.Ban Selatan 275.000 
127 Pan_g_kalninan Kah. Ban Ten ah 250.000 

BANTEN 
128 Seran Kab.Lebak 190.000 
129 Seran Kah. Pande,.,lan 175.000 
130 S=n Kah. Tan eran 180.000 
131 Seran Kota Cite on 170.000 
132 So= KotaTan = 215.000 

• 133 So= Kota Tan eran Sela tan 230.000 

JAWABARAT 
134 Bandun Kah. Bandun 183.000 
135 &ndun Kah. Bandun Barat 183.000 
136 Bandun Kah. Ciamis 245.000 
137 Bandun Kah. Cianiur 215.000 
138 Bandun Kah. Garut 243.000 
139 Bandun Kah. Indrama 275.000 
140 Bandun Kah. Karawa~ 248.000 
141 Bandun Kah. Kunin an 275.000 
142 Bandon Kah. Maialen ka 235.000 
143 Bandun Kah. Panaandaran 283.000 
144 Bandun Kah. Purwakarta 218.000 
145 Bandun Kah. Suban 208.000 
146 &ndun Kah. Sukabumi 245.000 

• 147 Bandun Kah. Sumedan 230.000 
148 Bandun Kah. Tasikmala 245.000 
149 Bandun Kota Baniar 283.000 
150 Bandun Kota Bekasi 265.000 
151 Bandun Kota.Bo ' 285.000 
152 Bandun Kota Cimahi 168.000 
153 Bandun Kota Cirebon 270.000 
154 Bandun Kota.De ok 275.000 
155 Bandun Kota Sukabumi 226.000 

JAWATENOAH 
156 Semanm Kah. Baniarne ara 260.000 
157 &manm Kah. B ., 257.000 
158 Somanm Kab. Batan 240.000 
159 Semaran Kab. Blora 270.000 
160 Semaran Kab. olali 240.000 
161 Semaran Kab. Brebes 263.000 
162 Semaran Kab. Cilaca 280.000 
163 Semaran Kah. Demal-t 230.000 
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164 Semaran Kab. Grobo an 235.000 
165 Semaran Kab. Je ara 240.000 
166 Semaran Kab. Karan an ar 250.000 
167 Semaran Kab. Kebumen 260.000 
168 Semaran Kah. Kendal 230.000 
169 Sem= Kah. Klaten 250.000 
170 Se= Kah. Kudus 235.000 
171 Serna~ Kah. Ma elan_g_ 240.000 
172 Se= Kah. Pa.ti 240.000 
173 Semaran Kah. Pekalon an 245.000 
174 Semaran Kah. Pemalan 250.000 
175 Semaran Kah. Purbalin a 270.000 
176 Semaran Kah. Purworeio 250.000 
177 Semaran Kah. Remban 250.000 
178 Semaran Kah. Semaran 230.000 
179 Se= Kah. Sra en 250.QOO 

• 180 Semaran Kah. Sukoh 
. 
0 250.000 

181 Semaran Kah. Te11al 260.000 
182 Sem= Kah. Teman n 240.000 
183 Se= Kah. Won "ri 250.000 
184 Semaran Kab. Wonosobo 250.000 
185 Sem= KotaM elan 240.000 
186 Sem= Kata Pekalon an 245.000 
187 Semaran Kata Sala· a 235.000 
188 Semaran Kota Surakarta 245.000 
189 Semaran Kata Te 260.000 

D.I. YOGYAKARTA 
190 Yo Kah. Bantul 225.000 
191 Yo akarta Kah. Gunun Kidul 210.000 
192 Yo akarta Kah. Kulon 0 210.000 
193 Yo akarta Kah. Steman 201.000 

• JAWA TIMUR 
194 Suraba a Kah. Ban ,!an 225.000 
195 Suraba a Kah. Ban . 285.000 wan 
196 Suraba a Kab. Bondowoso 255.000 
197 Suraba: a Kah. Gresik 225.000 
198 Suraba a Kab. Jember 261.000 
199 Suraba a Kab. Jomban 235.000 
200 Suraba a Kab. Lamon an 225.000 
201 Suraba a Kah. Ll.lill.aian 261.000 
202 Suraba a Kab. M etan 253.000 
203 Sura.ha a Kab.N "uk 245.000 
204 Suraba Kah. N awi 253.000 
205 Suraba Kah. Pacit.an 285.000 
206 Suraba a Kab. Pamekasan 243.000 
207 Suraba a Kah. Pasutuan 228.000 
208 Suraba a Kab. Ponoro o 255.000 
209 Suraba a Kah. Sam 235.000 
210 Suraba a Kab. Sidoario 240.000 
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211 Suraba a Kah. Situbondo 255.000 
212 Suraba a Kah. Sumene 255.000 
213 Suraba a Kab. Tren a!ek 245.000 
214 Suraba a Kab. Toban 245.000 
215 Suraba a Kah. Tulun a 245.000 
216 Suraba a Kata Batu 242.000 
217 Suraba: a Kota Blit.ar 255.000 
218 Suraba: a Kota Bo;oneaoro 225.000 
219 Suraba a Kota Kediri 235.000 
220 Suraba: a Kota Madiun 245.000 
221 Suraba a Kota Malan 228.000 
222 Suraba a Kota Moiokerto 225.000 
223 Suraba a Kota Probolin 228.000 

BA Lf 
224 Den - Kab.Badun 188.000 

• 225 Den - Kah. li 225.000 
226 o,n - Kah. Bulelen 265.000 
227 Den - Kah. Gian ar 225.000 
228 Den ,., Kah. Jembrana 270.000 
229 DeIY?!_sar Kah. Karan rem 263.000 
230 Den sar Kab.Tabanan 225.000 

NUSA TENGGARA 
BARAT 

231 Mataram Kah. Lombok Barat 200.000 
232 Mataram Kah. Lombok Ten h 210.000 
233 Mataram Kah. Lombok Timur 240.000 

NUSA TENGGARA 
TIMUR 

234 Ku Kah. Belu 325.000 • 235 Ku Kah. Ku 175.000 
236 Ku_,,.,, Kah. lrmor Ten<>ah Se Iatan 218.000 
237 Ku n Kah. Timor Tenaah Utara 275.000 

KALIMANTAN BARAT 
238 Pontianak Kab. Ben an 270.000 
239 Pontianak Kab. Ka uas Hulu 550,000 
240 Pontianak Kah. Ka on~ Utara 550.000 
241 Pontianak Kah. Keta an!t 550.000 
242 Pontianak Kah. Landak 270.000 
243 Pontianak Kah. Melawi 430.000 
244 Pontianak Kah. Mem awah 230.000 
245 Pontianak Kah. Sambas 300.000 
246 Pontianak Kah. San_g au 303.000 
247 Pontianak Kab.Sekadau 343.000 
248 Pontianak Kab. Sintana 392.000 
249 Pontianak Kota ff wan 257.000 
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KALIMANTAN 
TENGAH 

250 Palan kara • Kab. Barito Selatan 290.000 
251 Palan kara • Kah. Barito Timur 333.000 
252 Palan kara a Kab. Barito Utara 425.000 
253 Pa1an • • Kah. Gunun Mas 300.000 
254 Palan kara a Kah.Ka uas 275.000 
255 Pal= ON 0 Kah. Katin 250.000 
256 Palan kara a Kah. Kotawarin 

. n Barnt 425.000 
257 Palan kara a Kah. Kotawarin 

. n Timur 300.000 
258 Palan a • Kah. Lamandau 525.000 
259 Palan kara a Kab. Murun R • 448.000 
260 Pal= kara • Kab. Pulau Pisau 250.000 
261 Pal= kaN a Kah. Seru:@n 328.000 
262 Palan kara a Kah. Sukamara 525.000 

KALJMANTAN • SELATAN 
263 Baniarmasin Kah. Balan an 230.000 
264 Baniannasin Kab. Ban;ar 170.000 
265 Baniarmasin Kah. Barito Kuala 200.000 
266 Baniannasin Kah. Hulu Sun ai Selatan 200.000 
267 Baniarmasin Kah. Hulu Sun ai Ten 212.000 
268 Baniarmasin Kah. Hulu Sun ai Utara 218.000 
269 Ban· armasin Kah. Tabalon!i 234.000 
270 B= 'annasin Kah. Tanah Bumbu 300.000 
271 Baniannasin Kah. Tanah Laut 200.000 
272 Baniarmasin Kah. Ta in 189.000 
273 Banlarmasin Kot.a Baniarbaru 225.000 

KALIMANTAN TIMUR 
274 Samarinda Kab. Kutai Barat 1.500.000 

• 275 Samarinda Kab. Kutai Kartan = 500.000 
276 Samarinda Kab. Kulai Timur 1.350.000 
277 Samarinda Kab. Paser 1.650.000 
278 Samarinda Kab. Penaiam Paser Utara 650.000 
279 Samarinda Kota Bali • •n 550.000 
280 Samarinda Kota Bontan 600.000 

SULAWESI UTARA 
281 Manado Kab. Bolaan Mon odow 250.000 
282 Manado Kah. Bolaang Mongodow 

275.000 Selatan 
283 Manado Kab. Bolaang Mongodow 250.000 

T'rm= 
284 Manado Kah. Bolaang Mongodow 

300.000 
Utara 

285 Manado Kab. Minahasa 180.000 
286 Manado Kab. Minahasa Selatan 180.000 
287 Manado Kah. Minahasa Ten Ma 200.000 
288 Manado Kab. Minahasa Utara 175.000 
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289 Manado 
290 Manado 
291 Manado 

GORONTALO 
292 Gorontalo 
293 Oorontalo 
294 Gorontalo 

SULAWESI BARAT 
295 Mamuiu 
296 Mamuiu 
297 Mamuiu 
298 Mamuiu 
299 Mamuiu 

• SULAWESI SELA.TAN 
300 Makassar 
301 Makassar 
302 Makassar 
303 Makassar 
304 Makassar 
305 Makassar 
306 Makassar 
307 Makassar 
308 Makassar 
309 Makassar 
310 Makassar 
311 Makassar 
312 Makassar 
313 Makassar 
314 Makassar 

• 315 Makassar 
316 Makassar 
317 Makassar 
318 Makassar 
319 Makassar 
320 Makassar 

SULAWESI TENGAH 
321 Palu 
322 Palu 
323 Palu 
324 Palu 
325 Palu 
326 Palu 
327 Palu 
328 Palu 
329 Palu 

3 
Kab. Minahasa Utara 
KotaKotam~ 
Kota.Tomohon 

Kab. Boalemo 
Kah. Gomntalo 
Kab. Pahuwato 

Kab. Maiene 
Kab. Mamasa 
Kab. Mamuiu Ten"ah 
Kab. Mamu;u Utara 
Kab. Polewali Mandar 

Kab. Banta.en 
Kah. Barru 
Kah. Bone 
Kah. Bulukumba 
Kah. Enrekan 
Kab.Gowa 
Kah.Jen onto 
Kah. Luwu 
Kah. Luwu Timur 
Kab. Luwu Utara 
Kah. Manros 
Kah. Pinran 
Kab. Sldenren Ra=,,g_ 
Kab. Siniai 
Kah. So 
Kab. Takala.-
Kah. Tanatoraia 
Kah. Toraia Utara. 
Kah. Waio 
Kota Palo o 
Kota Pare-Pare 

Kah. Buol 
Kah. Luwuk 
Kah. Morowali 
Kab. Morowali Uta.Ta 
Kab. Pari · Mouton 
Kab. Poso 
Kab. Si . 
Kab. To;ouna-Una 
Kah. Toli-Toli 

4 
175.000 
250.000 
170.000 

413.000 
190.000 
675.000 

240.000 
359.000 
200.000 
270.000 
260.000 

235.000 
210.000 
240.000 
240.000 
250.000 
175.000 
230.000 
350.000 
375.000 
365.000 
170.000 
230.000 
230.000 
235.000 
235.000 
190.000 
350.000 
350.000 
230.000 
350.000 
225.000 

472.000 
387.000 
380.000 
350.000 
250.000 
280.000 
219.000 
340.000 
412.000 

\"'(\[,..·'" 
I i)t''·• c,J 
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SULAWESI 
TENGGARA 

330 Kendari Kab. Bombana 355.000 
331 Kendari Kah. Kolaka 370.000 
332 Kendari Kab. Kolaka Timur 300.000 
333 Kendari Kah. Kolaka Utara 425.000 
334 Kendari Kah. Konawe 300.000 
335 Kendari Kab. Konawe Selatan 305.000 
336 Kendari Kab. Konawe Utara 300.000 

MALUKU UTARA 
337 Sofifi Kab. Halmahera Barat 850.000 
338 Sofifi Kah. Halmahera Ten h 1.000.000 
339 Sofifi Kah. Halmahera Timur 1.250.000 
340 Sofifi Kah. Halmahera Utara. 900.000 

PAPUA 
341 Java ura Kab. Ja a ura 504.000 
342 Ja a ura Kah. Sarmi 2.650.000 
343 Ja, a = Kah. Merauke 1.134.000 

PAPUA BARAT 
344 Manokwari Kah. Teluk Bintuni 900.000 
345 Manokwari Kab. Manokwari Selatan 750.000 
346 Manokwari Kah. Pegunun"an Arfak 2.650.000 

F. Satuan Blaya Transportasi dari Bandara/terminal bus/Stasiun/ Pelabuhan 
kedatangan sampai ke tempat tu.ju.an pergi pulang (one way) 

a.am rn (ti 1 piah) 

No Ibukota Provinsi Kota/Kabupaten Tujuan 
Be,,,,rnn 

Makaimal 

1 BandaJ'a Soekarno 
DKIJakarta 250.000 

Hatta 

2 Bandara Halim Perdana Jakarta Utara, Jakarta Selatan, 200.000 Kusuma Jakarta Barat den Jakarta Pusat 

3 Jokwta Kota Bekasi 284.000 

4 Jokwta Kabupaten Bekasi 284.000 

5 Jokwta Kabupaten Bogor 300.000 

6 Jokwta Kota Bogor 300.000 

7 Jakarta KotaDepok 275.000 

8 Jakarta Kota Tangc;nutg =.ooo 
9 Jakarta Kota Tangerang Selatan 286.000 

10 Jakarta Kabupaten Tangerang 310.000 

11 Jokwta Kepulauan Seribu 428.000 



/" 
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G. Biaya Rata-Rata BBM 

1. Apabila mclakukan perjalaaan dinas dalam daerah atau luar daerah 
menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat}, dapat diberikan biaya 
bahan bakar minyak (BBM) per 8 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak 
tempuh. 

2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau Juar 
daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam 
Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah. 

3. Untuk bahan bakar minyak {BBM) dari Pri.ngsewu ke tempat tujuan 
(PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabcl dibawah ini: 

NO. KABUPATEN/KOTA JARAK 
RODA EMPAT (PP) 

TEMPUH 

1. Kab. Tanggamus 41 km 10 liter 
2. Kab.Pesa.waran 17 km 5 liter 
3. Kota Bandar Lampung 42km 10 liter 
4. Kab.Lampung Selatan 102 km 26 liter 
5. Kab.Lampung Tengah 102 km 26 liter 
6. Kot.a.Metro 94km 24 liter 
7. Kab.Lampung Timur 127km 32 titer 
8. Kab.Lampung Utara. 158km 40 liter 
9. Kab.Tu1ang Bawang Barat 182km 46 liter 
10. Ke.b.Tulang Bawang 162 km 40 liter 
11. Kab. Mesuji 247km 62 liter 
12. Kab. Way Kanan 252km 64 liter 
13. Kab.Lampung Barat 220km 56 liter 
14. Kab. Pesisir Barat 180km 46 liter 

BUPATI PR1NGS$WU1 
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATl PRINGSEWU 
NOMOR :08 
TAHUN :2020 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK MENGGUNAKAN BIA YA PENGINAPAN HOTEL 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nam.a : •.••••.•.•.••.•.•.•.••.•.•.•. ~······ 

NIP : ················~··················· 
Jabatan. . ···················"····· .. •·····-··· 
Sat.ker : .... f ................................... . 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya melaksanakan 
Perjalanan, Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor 
: ............ · .... tanggal.. ..........•.•... dengan tidak menggunakan fasilitas biaya 
penginapan hotel dan mempergunakan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari tarif hotel / penginapan di tempat tujuan dengan ba.tasan 
maksimum. sesuai Satuan biaya penginapan pada Peraturan Bupati Pringsewu 
Nomor .... Tahun 2018. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan scbenarnya dan apabila 
dikemudian hari ternyata surat pemyat.aan ini tidak benar dan menimbutkan 
kerugian Negara/Daerah, saya bertanggungjawab penuh dan ben,edia 
rncnyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah. 

Pririgse'\IVllt ...................... .. 
Yang membuat Pernyataan, 

Materai 6000 

BUPATI PRINGSEWU, 
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Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

LAMPIRANlli PERATURAN BUPATI PRJNGSEWU 
NOMOR ;QS 

TA.HUN : ~20 

SURAT PERMOHONAN 
IZIN MENOGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA 

Permohonan lzin MenggunaJcfill 
Transporta~Udara. 

Dengan hormat, 

Yth. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Pringsewu, 

Kepada 
Bupati Pringsewu 
di-

PRJNOSEWU 

Nama ; 
Tempat/Tgl lahir : -~················~···-····························· 
Organisasi 
Jabatan dalam 
Kepengurusan 

PKK/Dhanna Wanita/Dekranasda 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati, 
agar ~ melakukan perjaJanao dinas dengan 
mempergunakan transport.a.Si udara. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas persetujuannye. 
saya ucapkan terima kasih . 

Pernohon. 

BUPATI PRlNOSEWU. 
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